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PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu.menetapkan ‘@mr

o g

1. Pasal 18 ayat (6) Undang ndan%sa; gar; Republik Indonesia Tahun
1945; \ )

2.I\Undang-U1M)mor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Paocrall Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Daerah tentang Pajak Air Tanah; \ l

Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Wndang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Ini
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negal%Republik

Nomor 4844), - f\/

Undang-Undang Nomor 28 Ta@)@@ftentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daer\ah (Lemba NeEara Republik Indonesia Tahun 2009

Fomor 130, ;FM an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RepublikTahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Tinggkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Daerah Tingkat II
Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3¢ Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas» Daerah

Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Tl:énggalek T,
. Y
Nomor 2 Seri D); \
) _ r

Peraturaniaerah Ka paten\%ggalek Nomor 2 Tahun 2009
L

tentang Pokok-poko ngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
!\Daerah Kaﬁqﬂé Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

o
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH.



BABI1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal. yang me
akukan

kesatuan, baik yang melakukan usaha aupun
usaha yang meliputi perse an ter bxtas pe:seroa omanditer, perseroan
lainnya, badan usaha m11 negar ), atau badan usaha milik

daerah (BUMa&} dengan n dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

ng tidak

) b ..
kf)perash dana pﬁﬂﬁun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
k.

" ‘ apBlganisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
— ’ “bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
-
usaha tetap.
7. Tempat peribadatan adalah segala hal/cara yang berhubungan dengan

beribadat.

8. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah pajak atas

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9.  Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di

bawah permukaan tanah.

10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak

untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan

penyetorannya.

12. Instansi Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja

yang mempunyai fungsi melakukan pemungutan pajak daerah, dalam hal
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ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau unit
kerja yang ditunjuk.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak

yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari

pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa

bunga dan/atau denda. &
a

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang meka

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekelituan dalam erapan
P

ketentuan tertentu dalam? peraturan perundang-iindangan perpajakan

daerah yang rdapat dala apan Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak aerah Lebil# Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat

KelSutusan Pem n, atau Surat Keputusan Keberatan.

Elﬁ Igputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang

berkaitan dengan pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.



